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Pendahuluan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang merupakan badan usaha

dengan sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Penyertaan modal tersebut berasal dari kekayaan desa yang dipisah untuk mengelola

aset, usaha, atau jasa demi kesejahteraan masyarakat desa. Pada pasal 90 huruf a menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki wewenang

untuk mendorong pertumbuhan BUMDes dengan menyediakan dukungan permodalan atau pendanaan.

Permodalan BUMDes dapat dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, atau dari laba usaha yang telah ditetapkan

melalui musyawarah desa. Pengadaan sumber pendanaan untuk penguatan modal dapat dengan menginisiasi partisipasi masyarakat dalam

kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat desa. Kegiatan urun dana ini melibatkan masyarakat dalam pengembangan sebuah

usaha. Dilihat dari pasal 1 undang-undang No 9 Tahun 1961 menjelaskan bahwa setiap upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang atau

jasa digunakan untuk memajukan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan BUMDes untuk menyejahterakan masyarakat desa

melalui berbagai usaha yang dijalankannya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 40 menyatakan bahwa BUMDes diperbolehkan

memanfaatkan dana atau modal yang berasal dari penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal masyarakat ini dapat dilakukan

sebagai modal awal pendirian atau penambahan modal BUMDes. Penyertaan modal masyarakat desa ini dapat digunakan untuk

pengembangan kegiatan usaha BUMDes, peningkatan kapasitas usaha, atau penguatan struktur permodalan. Namun, langkah awal yang

harus diambil adalah memastikan legalitas pendirian Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
1. Apakah dasar legalitas BUMDes melakukan kegiatan urun dana sebagai sumber

pendanaan usaha BUMDes? 

2. Apa bentuk urun dana yang memungkinkan bagi adanya partisipasi masyarakat desa? 

3. Bagaimanakah legalitas partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan urun dana bagi Badan
Usaha Milik Desa?
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Metode
Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan kasus. Penelitian ini menelaah peraturan yang bersangkut paut dengan kegiatan urun dana dan BUMDes. Bahan
hukum primer yang relevan dengan penelitian yaitu :

1. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang;

2. Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

3. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Undang-undang No 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa; Serta

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran,
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Basan Usaha Milik
Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Sedangkan tinjauan literature juga berdasarkan bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, publikasi ilmiah, atau
sumber-sumber lain yang relevan. Metode ini menggunakan penafsiran sistematis untuk menghasilkan kesimpulan umum
sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, pada penelitian ini juga mengambil contoh kasus yang terjadi di dalam
masyarakat sehingga dapat dianalisa berdasarkan fakta yang telah terjadi sesuai dengan topic penelitian.
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Penelitian Terdahulu
• Tamara Putri Halim Sanjaya (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Permodalan Unit Usaha

BUMDes (Studi Kasus Pada Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung)”. Fokus penelitian ini, pada strategi pembiayaan modal untuk
unit usaha yang ada di bawah naungan BUMDes. Unit usaha dibawah naungan BUMDes mengalami kendala terkait permodalan.
Meskipun, pemerintah setempat telah menyediakan dana desa untuk mendukung unit usaha BUMDes, tetapi masih belum dapat
mengatasi permasalahan permodalan tersebut. Melalui pendekatan ini, unit usaha memiliki opsi untuk mengatasi tantangan pembiayaan
modal dengan memanfaatkan pinjaman dari koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi menawarkan suku bunga lebih rendah dibandingkan
pinjaman bank konvensional. Selain memberikan solusi finansial bagi unit usaha, koperasi dan unit usaha di bawah naungan BUMDes
dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan daerah setempat.

• Dalam penelitian tentang “Penguatan Kapasitas BUMDes Sambimulyo Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan dalam Meningkatkan
Perekonomian (Studi Kasus Wisata Tebing Breksi)”, Andri Kurnia Wijaya dan Erni Zuhriyati (2020) menjelaskan bahwa setidaknya 80%
modal dari BUMDes Sambimulyo berasal dari aset desa. Modal awal sebesar Rp. 51.000.000 yang diperoleh dari desa pada tahun 2016
kemudian dialokasikan untuk membiayai koperasi simpan pinjam serta kegiatan percetakan pada tahun 2019

• Menurut Breni Septariano dan Ira Permata Sari (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Keperantaraan Pasar dengan Alternatif
Pembiayaan Crowdfunding : Kerja Kolaboratif Pemerintah Daerah – Swasta – Masyarakat dalam Upaya Menambah Pendapatan Warga
Miskin di Kabupaten Trenggalek” menjelaskan bahwa menjalin kemitraan dengan lembaga crowdfunding merupakan langkah strategis
yang dilakukan untuk mempertahankan program keperantaraan pasar dengan biofarmaka di Kecamatan Pule. Inisiasi ini bertujuan untuk
memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Desa Mandiri melalui skema pembiayaan crowdfunding. Partisipasi masyarakat dalam
memberikan dukungan keuangan diaktualisasikan melalui lembaga penyedia crowdfunding. Pendekatan pendanaan ini bukan hanya
sekadar solusi finansial, namun juga implementasi dari nilai gotong royong yang dikemas menggunakan teknologi
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Pembahasan
A. Sumber Pendanaan Badan Usaha Milik Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan
mengurus pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat. Sebagai entitas hukum, desa memiliki tanggung jawab memajukan
kesejahteraan lokal sesuai dengan norma dan nilai-nilai komunitasnya, termasuk pengelolaan keuangannya dengan memperhatikan
kebutuhan dan prioritas masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. BUMDes merupakan sebuah badan hukum yang dimiliki oleh desa untuk mengelola
kegiatan usaha, menggunakan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta dapat memberikan jasa pelayanan kepada
masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa didirikan melaui proses musyawarah desa berdasarkan pasal 88 Undang-undang No 6 tahun 2014 jo
Undang-undang No 3 Tahun 2024. Pendirian dan pengelolaan BUMDes dilakukan melalui musyawarah dengan dilandasi semangat
kekeluargaan dan gotong royong. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terdapat perubahan tentang status
badan hukum BUMDes. BUMDes harus didaftarkan dalam sistem administrasi badan usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Jika BUMDes belum terdaftar dalam sistem elektronik milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka tidak
menghilangkan status badan hukum yang melekat pada BUMDes tersebut berdasarkan pasal 1653 KUHPerdata.

Selain legalitas pendirian BUMDes, sumber pendanaan juga merupakan aspek krusial dalam menjalankan usaha BUMDes.
Sumber pendanaan merupakan sumber dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha pada BUMDes. Sumber pendanaan
BUMDes pada pasal 90 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Undang-undang No 3 Tahun 2024 dapat berasal dari pemerintah baik
dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, ataupun desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan hibah atau akses
permodalan kepada BUMDes. Sumber pendanaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Bab VI yang menjelaskan
bahwa pada saat pendirian sebuah unit usaha permodalan BUMDes dapat memanfaatkan sumber dana dari berbagai sumber seperti modal
dari desa yang berasal dari APB Desa, penyertaan modal masyarakat desa, dan juga bagian dari laba usaha yang telah disetujui dalam
musyawarah desa.



7

Lanjutan…
Pada penyertaan modal desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi landasan penting

dalam mendukung keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyertaan modal yang berasal dari desa dapat berupa uang atau barang
selain tanah dan bangunan. Disisi lain, penyertaan modal dari masyarakat desa juga memberikan kontribusi yang penting bagi BUMDes.
Pendanaan ini melibatkan masyarakat secara langsung dengan bentuk kerjasama antara masyarakat dengan BUMDes, sehingga dapat
dilaksanakan berdasarkan kegotongroyongan. Kontribusi dari penyertaan modal yang dilakukan oleh masyarakat ini menjadi sumber daya
penting bagi BUMDes untuk mengembangkan unit usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Pengembangan unit usaha BUMDes juga tidak lepas dari adanya sumber pendanaan yang memadai. Hal ini dapat dilihat pada
Peraturan Menteri Desa PDTT No 3 Tahun 2021 pasal 28 yang menjelaskan bahwa BUMDes dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan
pendanaan yang berasal dari penyertaan modal masyarakat. Unit usaha yang dapat dilakukan BUMDes berfokus pada pengelolaan ekonomi di
pedesaan. Usaha ini dapat melibatkan berbagai sektor termasuk jasa, perdagangan hasil pertanian, penyaluran bahan pokok, kerajinan tangan
atau usaha lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. BUMDes bertujuan untuk memajukan desa secara berkelanjutan dengan
meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera sebagai contoh sumber pendanaan. Pada BUMDes Suwaluh
Mandiri Sejahtera sumber pendanaannya menurut Peraturan Desa No 4 Tahun 2016 tentang pembentukan, pendirian dan pengelolaan
BUMDesa Desa Suwaluh pasal 7 dapat berasal dari pemerintah desa, bantuan dari pemerintah pusat, pinjaman dari lembaga perbankan,
penyerahan modal dari pihak ketiga atau swasta, permodalan dari masyarakat, serta simpanan beku. Namun, sumber pendanaan yang
digunakan pada saat ini berasal dari pemerintah desa dan juga penyertaan modal dari masyarakat setempat. Penyertaan modal masyarakat desa
ini diperoleh dengan cara urun dana yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan permodalan pada unit usaha BUMDes Suwaluh Mandiri
Sejahtera.
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Pembahasan
B. Urun Dana Sebagai Sumber Pendanaan Bagi BUMDes

Indonesia merupakan negara dengan nilai-nilai budaya yang masih melekat sampai saat ini. Salah satu nilai budaya tersebut adalah
gotong royong. Dalam konteks ini, munculnya kegiatan penggalangan dana atau urun dana menjadi relevan. Kegiatan urun dana berarti
kegiatan menghimpun dana dari masyarakat setempat. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk menunjang pembangunan dari berbagai bidang
seperti bidang kesejateraan sosial, agama, pendidikan, dan sebagainya. Gotong royong memiliki dua bentuk yaitu pertama berupa kerjasama
sukarela antar individu yang muncul dari inisiatif masyarakat sendiri. Kedua berasal dari sistem internal dalam masyarakat yang dirancang
untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah satu contohnya adalah penggunaan skema pendanaan yang memanfaatkan kegiatan urun
dana.

Pada kegiatan urun dana diatur dalam Undang-undang No 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang yang bersifat
konvensional. Pada pasal 1 menyebutkan bahwa setiap usaha memperoleh uang dan barang digunakan untuk pengembangan disektor
kesejahteraan sosial, pemenuhan kebutuhan mental/spiritual, kesehatan jasmani, maupun kebudayaan. Adapun ruang lingkup urun dana dalam
pendanaan BUMDes sebagai berikut :

a) Regulasi Urun dana Pada BUMDes

Pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 penyertaan modal dari masyarakat desa dapat berasal dari berbagai pihak seperti
individu atau perseorangan, gabungan dari masyarakat desa, lembaga berbadan hukum maupun lembaga yang tidak berbadan hukum.
Penyertaan modal dari berbagai pihak dalam BUMDes dilakukan melalui proses musyawarah desa. Hal ini sesuai dengan PP No 11 Tahun
2021 pasal 16 yang menjelaskan bahwa musyawarah desa memegang kekuasaan tertinggi pada BUMDes. Penyertaan modal masyarakat desa
ini dapat berupa kontribusi uang atau barang, kecuali tanah dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengumpulan modal dari masyarakat
desa dilakukan melalui proses musyawarah dan keputusan tentang penyertaan modal dibuat bersama-sama.
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Lanjutan…
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 menekankan pentingnya kontribusi modal dari masyarakat desa dalam mendukung

pengembangan BUMDes. Modal ini dapat berasal dari berbagai pihak yang secara sukarela memberikan pendanaan untuk mendukung
BUMDes. Pengelolaan sumber pendanaan urun dana ini harus sesuai dengan prinsip – prinsip BUMDes. Prinsip – prinsip tersebut seperti
halnya transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan kehati – hatian. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, BUMDes dapat memastikan
kegiatan yang dilakukan berjalan secara bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

b) Urun Dana Pada BUMDes Dalam Perspektif Crowdfunding

Kegiatan urun dana yang dilakukan oleh BUMDes, melibatkan kerjasama pihak lain secara langsung. Pihak lain tersebut yaitu
masyarakat desa yang memilih menyertakan langsung dananya kepada BUMDes. Pada kerjasama tersebut harus saling menguntungkan dan
melindungi kepentingan desa maupun masyarakat desa. Skema urun dana dapat dilihat pada gambar 1

BUMDes dalam melakukan kegiatan urun dana untuk pendanaan kegiatan unit usaha melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Melalui
skema ini, masyarakat desa berkontribusi dana pada BUMDes yang digunakan untuk mendorong perkembangan dan pengembangan unit
usahanya. Partisipasi ini tidak hanya menyediakan modal yang dibutuhkan, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan ekonomi desa.
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Lanjutan
Implementasi nilai gotong royong semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Pada saat ini, muncul istilah

Crowdfunding. Crowdfunding merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan atau individu yang mencari modal untuk
mendapatkan investor melalui platform jaringan elektronik secara terbuka. Pada alur Crowdfunding, platform Crowdfunding berperan sebagai
perantara antara investor/pendana dengan pihak creator/ peminjam. Imbalan yang diterima oleh investor/ pendana tergantung pada jenis
Crowdfundingnya. Alur Crowdfunding dapat dilihat pada gambar 2

Menurut Massolution Crowdfunding dapat dibedakan menjadi 4 kategori yaitu Crowdfunding berbasis donasi yang merupakan urun dana
untuk proyek non-profit seperti pemberian donasi, wakaf, zakat, membangun panti asuhan, dan sebagainya. Kedua, Crowdfunding berbasis
hadiah yang biasanya digunakan dalam industry kreatif. Ketiga, Crowdfunding berbasis pinjaman yang mana donaturnya mendapatkan bunga
saat menerima uangnya kembali. Keempat, Crowdfunding berbasis ekuitas yang mana investor mendapatkan imbalan berupa saham.
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Lanjutan
Berikut ini adalah tabel perbedaan antara kegiatan urun dana yang dilakukan oleh BUMDes dengan Crowdfunding : 
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Pembahasan
C. Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Urun Dana Bagi Pendanaan Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kewenangan untuk melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan urun dana
guna membangun dan mengembangkan usaha di wilayah desa. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi
konsep penyertaan modal dari masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada
pasal 40 PP tersebut menyebutkan sumber pendanaan atau permodalan BUMDes terdiri dari tiga sumber yakni desa, masyarakat desa, maupun
bagian laba usaha BUMDes.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 pasal 3 menegaskan bahwa BUMDes bertujuan melaksanakan kegiatan di bidang
ekonomi dengan mengembangkan perekonomian yang memanfaatkan potensi desa. BUMDes mengadakan kegiatan urun dana sebagai bentuk
manifestasi dari prinsip gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di pedesaan. Kegiatan ini didasarkan pada
regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah desa melalui hasil musyawarah desa.

Konsep urun dana melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang mencerminkan sifat kekeluargaan di antara masyarakat desa.
Kegiatan urun dana melalui konsep penyertaan modal masyarakat desa juga bukan hanya menjadi alat untuk mengumpulkan dana, namun juga
mewujudkan nilai-nilai sosial dan budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat pedesaan. Pada kegiatan urun dana melalui penyertaan
modal masyarakat desa dapat melibatkan partisipasi setiap individu. Partisipasi masyarakat ini memungkinkan adanya kontribusi yang lebih
luas untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.

Contoh konkrit kegiatan urun dana ini terjadi pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera. Implementasi kegiatan urun dana di
BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera dilakukan melalui skema kerjasama yang dinamakan dengan Sinergi 3. Skema kerjasama ini melibatkan
tiga pihak yang terdiri dari masyarakat yang menyertakan modal, BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera, dan juga pengelola unit usaha.
BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera menggunakan skema ini untuk pendanaan pengadaan unit pariwisata.
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Lanjutan…
Alur pendanaan masyarakat yang akan menyertakan dana mereka kepada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera dimulai dengan

melakukan perjanjian dengan pihak BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera. Skema yang dijalankan oleh BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera
ini termasuk dalam kategori investasi. Sesuai dengan undang-undang No 25 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa penanam modal dapat
berasal dari individu maupun badan usaha. Artinya, masyarakat yang ikut serta menyertakan dana mereka pada BUMDes dapat disebut
dengan penanam modal. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan urun dana pendanaan pada BUMDes dapat dikatakan efektif karena membantu
BUMDes untuk mengatasi persoalan pendanaan. Hal ini dapat dilihat pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera yang telah melakukan
kegiatan urun dana tersebut. Sebelum melakukan kegiatan urun dana, BUMDes tersebut hanya mengandalkan pendanaan dari desa, bagian
laba dari kegiatan unit usahanya, dan jika ada bantuan dari pemerintah daerah/pusat. Oleh karena itu, BUMDes melakukan inisiasi urun dana
melalui penyertaan modal masyarakat agar unit usahanya dapat berkembang dan membawa kemajuan pada desa.

Melalui kegiatan urun dana yang dilakukan oleh BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera, masyarakat yang menyertakan dananya
juga mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk dari keuntungan ini adalah pembagian laba yang diterima masyarakat sebesar 70%. Selain
itu, BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera juga melindungi modal yang disertakan masyarakat. Meskipun demikian, BUMDes juga
menghadapi tantangan dalam hal mengelola kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat terkait dengan nilai besaran jumlah
modal yang disertakan oleh masyarakat. Jumlah modal pendanaan yang disertakan masyarakat dalam kegiatan urun dana ini bisa melebihi
jumlah pendanaan dari desa. Sehingga, dana yang melebihi dari modal desa tersebut dianggap hutang dan BUMDes harus membeli saham dari
modal yang masyarakat sertakan. Selain itu, masyarakat juga terkadang masih ragu untuk menyertakan dana mereka kepada BUMDes karena
kurangnya informasi yang mereka terima tentang kegiatan urun dana. Sehingga, pemerintah diharapkan memberikan solusi atau peraturan
tambahan mengenai besaran kepemilikan modal yang disertakan oleh masyarakat, apabila dana yang disertakan oleh desa lebih kecil dari dana
yang disertakan masyarakat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Serta penting bagi BUMDes untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan
menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat agar dapat membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dalam kegiatan
urun dana. Diperlukan juga regulasi yang mengatur tentang masyarakat yang menyertakan dana pada kegiatan urun dana. Hal ini dikarenakan
masyarakat atau investor yang menyertakan dana tidak hanya sebatas masyarakat setempat saja, namun juga masyarakat dari luar desa dapat
menyertakan dananya.
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Kesimpulan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang diakui dan dibentuk melalui musyawarah desa. BUMDes

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini,
BUMDes memainkan peran penting dalam mengembangkan potensi yang ada di desa melalui pengelolaan unit usaha. Undang – undang No 6
Tahun 2014 jo Undang-undang No 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 memberikan dasar hukum bagi pemerintah
desa untuk mendukung permodalan BUMDes melalui berbagai sumber pendanaan termasuk penyertaan modal masyarakat desa. Contoh yang
terjadi seperti pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera yang memperlihatkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam penyertaan modal
dapat mempercepat perkembangan ekonomi lokal dan memperkuat struktur permodalan.

Partisipasi masyarakat dalam pendanaan urun dana ini merupakan implementasi dari gotong royong sebagai nilai budaya Bangsa
Indonesia yang berperan penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat desa. Kegiatan urun dana yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan melalui penyertaan modal masyarakat memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan
ekonomi di pedesaan. Hal ini ditunjukan oleh BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera yang berkolaborasi dengan masyarakat desa. Kolaborasi
ini menjadi kunci keberhasilan BUMDes dalam memajukan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Implementasi kegiatan urun dana di
BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera ditandai dengan pengadaan unit usaha pariwisata. Namun, kegiatan ini masih memerlukan regulasi yang
jelas dari pemerintah untuk melindungi dan menjamin keamanan masyarakat yang menyertakan dananya. Sehingga, BUMDes memiliki
landasan hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatan urun dana agar tujuan BUMDes untuk mengembangkan dan memajukan
perekonomian desa dapat tercapai.
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